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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka putusan bebas yang dijatuhkan di 
Pengadilan tindak pidana korupsi, tidak dapat dibenarkan secara hukum jika : 
a. Ada indikasi telah terjadi kerjasama antara hakim dan jaksa penuntut 
umum dalam membuat kabur dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi. 
b. Ada praktek kolusi antara terdakwa dengan hakim. 
 
 
B. Saran  
Hakim apabila akan menjatuhkan putusan atas tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, harus melihat dan mempertimbangkan secara komprehensif 
berbagai hal yang berkaitan dengan Korupsi yang dilakukan oleh 
Terdakwa. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim harus mendasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis serta melihat, 
memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Agar mekanisme proses 
peradilan  yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga 
peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun 
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